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PERATURAN WALI KOTA TEBING TINGGI TENTANG TEKNIS PEMBERIAN HARI RAYA DAN GAIJl KETIGA
BELAS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2024.

ABSTRAK

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah
Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji
Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan
Penerima Tunjangan Tahun 2024,

Dasar Hukum Peraturan Wali Kota Tebing Tinggi ini adalah Pasal 18 Ayat (6)
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-
Undang Nomor 9 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom
Kota-Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terkahir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-
Undang; Undang-Undang 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara;
Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas
Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat Il Kota Tebing Tinggi; Peraturan
Pemerintah Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya
dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima
Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2024; Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Peraturan Wali Kota ini memuat tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari
Raya dan Gaji Ketiga Belas Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun 2024, dengan sistematika: KETENTUAN UMUM,;
PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJl KETIGA BELAS;
PEMBAYARAN, PENDANAAN; KETENTUAN PENUTUP.

CATATAN

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 15 Maret
2024 dan ditetapkan tanggal 15 Maret 2024.




